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“Tindakan ini harus 
dihentikan dan 
dicarikan jalan keluar 
bersama.

  PEMADAMAN PAKSA TOWER TELEKOMUNIKASI  

JERIT ASOSIASI PEBISNIS MENARA
Bisnis, JAKARTA — Aksi pemadaman paksa menara telekomunikasi milik sejumlah operator di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, 
menuai respons negatif. Bahkan, muncul dugaan praktik monopoli dilakukan oleh pelaku usaha telekomunikasi di wilayah ini.

Leo Dwi Jatmiko & Harian Noris Saputra
redaksi@bisnis.com

A
sosiasi Penyelengga-
ra Telekomunikasi 
Seluruh Indonesia 
(Atsi) menyesalkan 
aksi Satuan Polisi 
Pamong Praja (Sat-

pol PP) Pemerintah Kabupaten 
Badung yang disebut telah mema-
damkan secara paksa perangkat 
telekomunikasi operator seluler 
di Tanah Air yang berada di se-
jumlah menara. 

Sekjen Atsi Marwan O. Baasir 
mengatakan aksi pemadaman 
perangkat telekomunikasi secara 
paksa berisiko menyebabkan gang-
guan hingga hilangnya layanan 
telekomunikasi (blank spot) pada 
area strategis di Kabupaten Badung 
seperti kawasan pariwisata ung-
gulan, kantor pelayanan publik, 
pusat perekonomian masyarakat, 
area perkantoran, hingga titik pe-
layanan kesehatan. 

Oleh karena itu, Atsi terus me-
mantau kondisi jaringan di wilayah 
terdampak untuk memastikan para 
pelanggan tetap terlayani. 

“Kepentingan masyarakat, khu-
susnya para wisatawan domestik 
dan asing yang merupakan peng-
gerak urat nadi ekonomi di wila-
yah Kabupaten Badung, menjadi 
perhatian kami,” kata Marwan 
dikutip, Kamis (27/4). 

Menurutnya, layanan telekomu-
nikasi merupakan infrastruktur 
strategis untuk mendukung keber-

langsungan kegiatan pariwisata, 
pelayanan publik, perekonomi-
an masyarakat, perkantoran dan 
UMKM (usaha mikro kecil dan 
menengah), pendidikan hingga ke-
sehatan, termasuk yang beroperasi 
di wilayah Kabupaten Badung. 

Sementara itu, Asosiasi Pengem-
bang Infrastruktur Menara Teleko-
munikasi (Aspimtel) mengecam 
langkah Pemerintah Kabupaten 
Badung yang menurunkan secara 
paksa perangkat telekomunikasi 
aktif dari menara anggota Aspimtel.  

Aspimtel menilai langkah terse-
but akan membuat cakupan in-
ternet bergerak (seluler) di Badung 
yang kurang optimal, menjadi 
tambah buruk. 

“Kami melakukan koordinasi 
aktif dengan pihak terkait seperti 
halnya Kemenkopolhukam, Ke-
menkominfo, Mastel, Atsi dan 
instansi lainnya, serta kami juga 
sudah melaporkan hal ini kepada 
Presiden melalui surat. Dengan 
tujuan bahwa tindakan ini harus 
dihentikan dan dicarikan jalan 
keluar bersama,” kata Ketua As-
pimtel Theodorus Ardi Hartoko 
kepada Bisnis.

DUGAAN MONOPOLI
Di sisi lain, Masyarakat Telema-

tika Indonesia (Mastel) menuding 
telah terjadi praktik monopoli 
antara Pemerintah Kabupaten 
Badung (Bali) dengan PT Bali 

Towerindo Sentra Tbk. (BALI) 
dalam penggelaran infrastruktur 
telekomunikasi di Badung, yang 
membuat perangkat telekomuni-
kasi operator seluler diturunkan 
secara paksa. 

Praktik monopoli tersebut diduga 
lahir dari perjanjian kerja sama 
(PKS) antara Pemkab Badung 
dengan Bali Towerindo tentang 
Penyediaan Infrastruktur Menara 
Telekomunikasi Terpadu di Kabu-
paten Badung, di mana Pemkab 
Badung memberikan hak eksklusif 
tertentu kepada Bali Towerindo. 

Ketua Umum Mastel Sarwoto 
Atmosutarno mengatakan terdapat 
48 lokasi menara telekomunikasi 
yang dipadamkan secara paksa 
oleh Satpol PP Kabupaten Badung.  

Menurutnya, penurunan terja-
di karena pemain menara tidak 
menjalin kerja sama dengan pe-
merintah daerah setempat. 

Padahal, imbuhnya, menara te-
lekomunikasi di mana perangkat 
dimaksud dipasang telah dileng-
kapi dengan bukti pengurusan 
melalui SIMBG (Sistem Informasi 
Manajemen Bangunan Gedung) 
di tingkat lokal (Kabupaten/
Kota)  dan Sistem OSS (Online 
Single Submission). 

“Meskipun telah mengurus IMB/
PBG Menara, namun tidak diproses 
lebih lanjut oleh petugas perizinan 
dengan berbagai alasan. Salah 
satunya bahwa Pemerintah Kabu-

paten Badung masih terikat PKS 
Eksklusif dengan Bali Towerindo 
setidaknya hingga 2027,” katanya. 

Oleh karena itu, Mastel meminta 
komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Republik Indonesia (KPPU RI) 
mengambil tindakan sehubungan 
dengan adanya dugaan pelanggaran 
prinsip-prinsip persaingan usaha di 
bisnis penyewaan Menara Teleko-
munikasi di Kabupaten Badung.

Di sisi lain, Pemkab Badung 
mengungkapkan bahwa pihaknya 
berkomitmen dalam melakukan 
penegakan hukum, terkait pener-
tiban menara telekomunikasi yang 
melanggar ketentuan Peraturan 
Daerah Kabupaten Badung Nomor 
18 tahun 2016 tentang Penataan 
Pembangunan dan Pengoperasian 
Menara Telekomunikasi Terpadu.

Sekretaris Daerah Pemkab Ba-
dung I Wayan Adi Arnawa bah-
kan menyaksikan langsung pem-
bongkaran sebuah tower menara 
telekomunikasi yang berlokasi di 

lingkungan Perumahan Bali Arum 
(belakang Fakultas Teknik Univer-
sitas Udayana) Jimbaran, yang 
tidak berizin pada Senin (11/4). 

Dalam keterangan resminya, 
ia mengungkapkan bahwa pem-
bongkaran tersebut dilakukan 
Tim Yustisi Kabupaten Badung 
berdasarkan Surat Pemberitahuan 
Pembongkaran Nomor: 331.1/519/
Satpol PP tertanggal 6 April 2023.

 Menurutnya, sebagaimana arah-
an Bupati Badung tetap komit 
dalam penegakan hukum, terutama 
terkait dengan menara telekomu-
nikasi yang tidak memiliki izin. 

Hal tersebut, imbuhnya, seka-
ligus untuk menunjukan kepada 
pihak Bali Towerindo Sentra (BTS) 
selaku para pihak yang diajak 
bekerja sama, terkait dengan 
pembangunan menara di Badung. 

“Ini komitmen kami, tetap un-
tuk melakukan langkah-langkah 
penertiban dan sebagaimana yang 
menjadi harapan pihak BTS juga,” 
katanya dalam keterangan resmi-
nya, dikutip Kamis (27/4)

Dia menambahkan bahwa hingga 
2027 pihaknya tidak akan mengijin-
kan pembangunan menara baru. Hal 
ini dilakukan menyusul Badung 
sebagai destinasi pariwisata sehingga 
estetika harus tetap dijaga. Salah 
satunya, bagaimana melakukan pe-
nataan menara, agar di wilayah ini 
tidak terjadi pembangunan ribuan 
tower. (Lukas Hendra TM) 

  INDUSTRI KREATIF  

Startup Animasi Perlu Perluasan Pasar
Bisnis, MALANG — Kehadiran Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari memberikan 
dampak positif terciptakan pebisnis industri 
kreatif Indonesia, khususnya di sektor animasi.

Bahkan, sejumlah pelaku usaha rintisan 
(startup) animasi itu, kini telah mampu me-
nembus panggung internasional.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang terus 
melakukan sejumlah kebijakan strategis guna 
mendukung pengembangan ekonomi kreatif 
agar mampu bersaing di kancah internasional.

Wali Kota Malang Sutiaji mengaku senang 
bahwa studio animasi di wilayahnya mampu 
unjuk gigi di panggung global.

“Apa yang kami lakukan bersama komunitas 
dengan MCC [Malang Creative Center] dan 
program lainnya ke semuanya untuk talenta ini. 
Kami berharap semakin dilirik dan didukung 
nasional. Ekosistemnya, fasilitasi pembiayaan-
nya, jejaring dan perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektualnya juga,” ujarnya, Rabu (26/4).

Menurutnya, salah satu industri kreatif yang 
berhasil merambah internasional yakni 
ORRO Studio yang bergerak di animasi 
dan intellectual property.

Bahkan, ORRO Studio terpilih menjadi 
salah satu wakil Indonesia dalam ajang 
bergengsi Hongkong International Licen-
sing Show (HKILS) 2023 yang digelar di 

Hongkong International Convention Center, 
19-21 April 2023. 

“Rekam jejak positif ORRO pun menambah 
deretan testimoni penting akan daya saing 
SDM industri kreatif di Kota Malang,” katanya.

Ahmad Hafi dz Azroi, salah satu founder 
ORRO mengungkapkan bahwa studionya mem-
bawa karya Alto and Clu, sebuah creative IP 
(Intellectual Property), dalam ajang market 
hub terbesar di Asia untuk industri lisensi, 
animasi, art, dan desain.

Di Hong Kong, ORRO Studio bisa memperoleh 
berbagai wawasan baru dan bertemu calon 
partner untuk mengembangkan Alto and Clu.

 “Bagi kami, keikutsertaan ini sangat berharga 
dan selaras dengan misi memperluas inovasi 
industri animasi dengan mengajak anak-anak 
muda. Sehingga animasi tidak hanya dinilai 

sebatas kartun dan anak-anak semata”, jelasnya.
Sebelumnya ORRO tercatat telah berpenga-

laman mengerjakan proyek berskala industri 
untuk klien internasional asal China, Meksiko, 
Eropa, dan Amerika Serikat.

ORRO juga tergabung dengan Animation 
Factory KEK Singhasari untuk meningkatkan 
sinergi industri animasi nasional termasuk 
kolaborasi dalam melahirkan Alto dan Clu. 

Hafi dz berharap agar publik Indonesia semakin 
memahami pentingnya IP yang sangat strategis 
bagi kemajuan industri kreatif. ”Indonesia tidak 
boleh bergantung pada ekspor sumber daya alam 
saja. Kami harap Indonesia lebih melek IP. Ini 
adalah masa depan industri kreatif yang mampu 
menjadi aset yang bernilai ekonomi, dan harus 
diimbangi dengan SDM yang memadai untuk 
mengembangkan industri IP,” jelasnya. (k24)

PENGUMUMAN
PT. FITNESS FIRST INDONESIA

(“Perseroan”)

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Keputusan Tertulis Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
Perseroan tanggal 14 April 2023, dengan ini diberitahukan peningkatan 
penyertaan modal oleh masing-masing Fitness First Singapore Pte Ltd (“FFS”) 
dan Sportathlon Holdings Ltd (“SH”) yang merupakan pemegang saham 
Perseroan, ke dalam modal saham Perseroan. 

Sebagai hasil dari peningkatan penyertaan modal tersebut, modal dasar, 

Rp 10.000.000.000,-
 (sepuluh miliar Rupiah) 

menjadi 
Rp. 591.915.000.000,- 

(lima ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) 
Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 April 2023

Direksi
PT FITNESS FIRST INDONESIA 

PENGUMUMAN TENDER TERBUKA
PEKERJAAN UPGRADING GAS CHROMATOGRAPH GC-A (PLGC-II)

METERING CONNECTION LINE PEMPING 
Nomor: 002.Pm/EPI.01.02/LAKDAN/2023

Sehubungan akan dilakukan Tender Terbuka Pekerjaan tersebut di atas di 
PT Pelayanan Energi Batam (PT PEB) dengan Pelaksana 
Pengadaan Barang/Jasa PT PEB yang berkantor pusat di Graha Energi Jl. 
Brigjen Katamso KM 8 Tanjung Uncang, mengundang Penyedia Barang/

Pekerjaan Upgrading Gas Chromatograph GC-A 
(PLGC-II)  Pemping”.

 Tanggal/Waktu: 28 April s.d 9 Mei 2023/ Pukul 08.00 
s.d 17.00 WIB.

• Penjelasan Dokumen Tender/RKS untuk Calon Penyedia Barang/

zoom pada Tanggal 4 Mei 2023 Pukul 10.00 WIB.
• Pemasukan Dokumen Penawaran Tanggal/Waktu: 5 Mei s.d 10 Mei 

2023 (s.d Pukul 15.00 WIB).

1. Calon Penyedia Barang/Jasa merupakan suatu perusahaan lokal/dalam 
negeri berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT)/gabungan Perseroan 
Terbatas (PT)/Konsorsium/ /Kerja Sama Operasi.

2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
3. Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) dari Ditjen Migas dengan 

kategori produksi Jasa Konstruksi, dan/atau Jasa Non Konstruksi, dan/atau 
Kemampuan Jasa Perakit Perekayasa Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi.

Pemasangan Baru  Gas Chromatography (GC)/Metering System 
minimal 2 (dua) kali dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir 

penyelesaian pekerjaan.

email: proc@peb.co.id.

Dokumen Tender /RKS melalui email.
7. 

Tender/RKS dan Berita Acara Penjelasan beserta perubahannya 
(jika ada).

*Mohon menyampaikan surat kuasa (diberi materai) beserta copy KTP 

pimpinan perusahaan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana 

Batam, 28 April 2023
PT Pelayanan Energi Batam

Pelaksana Pengadaan
Graha Energi, Jl Brigjen Katamso KM 8, Tanjung Uncang Batam

Telp. 0778-736 1031, Email: proc@peb.co.id
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